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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan 

sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun 

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan 

disidang pengadilan.
21

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya.Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dengan 

sendirinya harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai dasar negara.
22

 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”,85 

makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota 

masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai 

makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan 
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perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum 

(rechtsbetrekkingen). 

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap 

perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya 

untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. 

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan 

surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, 

perjanjian kerja dan lain-lain. 

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan 

antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan 

antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam 

hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan 

dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.
23

 

Undang-undang memberikan jaminan yang pasti terhadap para 

pekerja. Jaminan terhadap pekerja memperlihatkan tentang tidak bolehnya 

melakukan tindak sewenang-wenang terhadap pekerja, karena tindak 

sewenang-wenang tersebut dianggap merusak hubungan kerja antara 

majikan dengan pekerjanya. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), 

tindakan-tindakan yang mendiskriminasi antara majikan dengan buruh 

merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan dan melanggar 

hak asasi manusia (pekerja). 

                                                             
23

 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006). h 

269. 



 

 

 
 

26 

2. Kewajiban Pengusaha dalam Perlindungan hukum 

Dalam hal mengerjakan tenaga kerja, merupakan kewajiban pihak 

pengusaha untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga 

kerjanya (terutama yang baru) tentang:
24

 

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya 

b. Tentang semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan 

c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan 

d. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang 

bersangkutan 

Dalam hal terjadinya kecelakaan, pengusaha wajib segera 

melakukan tindakan darurat penyelamatan tenaga kerjanya dan kalau perlu 

segera mengirimkan tenaga kerja yang celaka tersebut kerumah sakit 

dengan tanggungan biaya pengusaha. 

Adapun yang menjadi kewajiban pihak pengusaha yaitu:
25

 

a. Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

Kewajiban pengusaha, salah satunya adalah wajib berbuat 

sesuatu atau sebaliknya untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, 

yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan. Selanjutnya dalam membicarakan kewajiban ini, pihak 

pengusaha haruslah bertindak sebijaksana mungkin.  
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b. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan 

Di dalam Pasal 1602 KUHPerdata jo PP Nomor 21 Tahun 1954 

tentang Istirahat Tahunan siburuh, dalam ketentuan tersebut antara lain 

disebutkan pihak pengusaha diwajibkan untuk mengatur pekerjaan 

sedemikian rupa, sehingga disitu hak cuti atau istirahat bisa diberikan 

secara teratur dan pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan 

tidak terganggu, sehingga semua pihak bisa melaksanakan 

kewajibannya dengan tenang dan haknya tidak terabaikan karena itu 

semuanya bisa terpenuhi dengan baik, tanpa bertentangan dengan isi 

perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan 

setempat. 

c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 

Di dalam Pasal 1602 KUHPerdata, ditentukan bahwa 

pengusaha wajib mengurus perawatan dan pengobatan jika siburuh 

yang bertempat tinggal padanya menderita sakit atau kecelakaan. 

Tetapi tanggung tanggung tersebut paling lama hanya untuk waktu 6 

(enam) minggu pertama. Walaupun demikian, bukan semua 

penderitaan sakit siburuh menjadi tanggungan pengusaha karena jika 

timbulnya sakit yang disertai ataupun kecelakaan buruh tersebut 

karena perbuatan buruh yang sengaja atau karena perbuatan asusila, 

maka biaya perawatan dan pengobatan tidak menjadi tanggung jawab 

pengusaha. 
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d. Kewajiban memberikan surat keterangan 

Pada ketentuan Pasal 1602 ayat (1 dan 2), antara lain 

ditentukan bahwa majikan wajib memberikan surat keterangan, yang 

dibubuhi tanggal dan tanda tangan simajikan dan didalam surat 

keterangan tersebut haruslah berisi tentang sifat pekerjaan yang 

dilakukan, lamanya hubungan kerja antara siburuh dengan majikannya. 

e. Kewajiban pengusaha untuk memberlakukan sama antara pekerja pria 

dan wanita 

Pengusaha dalam mengadakan atau membuat sesuatu 

perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja wanita 

dan pria. Seorang wanita pada dasarnya diperbolehkan saja 

menjalankan semua pekerjaan hanya saja disana sini diadakan 

perbedaan. Menurut Undang-undang tenaga kerja, pertimbangan untuk 

membatasi pekerjaan wanita, adalah bahwa wanita itu lemah 

badannya, untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.
26

 

f. Kewajiban membayar upah 

Di dalam hubungan kerja, kewajiban yang utama dan 

terpenting bagi majikan, sebagai akibat langsung pelaksanaan 

perjanjian kerja adalah “membayar upah” tepat pada waktunya. 

Ketentuan ini jelas ditegaskan pada Pasal 1602 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu 

yang ditentukan“. 
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Selain itu perihal upah, diatur pula jika si pekerja berhalangan 

melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, misalnya karena alasan 

sakit, menjalankan cuti, melakukan tugas negara dan lain sebagainya. 

Dalam setiap perusahaan kewajiban pengusaha dalam perlindungan 

hukum sangat dibutuhkan oleh para tenaga kerjanya karena dalam hal 

terjadinya sesuatu yang mengakibatkan kerugian terhadap tenaga kerjanya 

pengusaha/pengelola perusahaan harus bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan agar terciptanya hubungan kerja yang baik. 

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 

(tiga), yaitu: 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

mendapatkan penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak 

mampu bekerja diluar kehendaknya; 

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, jaminan kesejahteraan, jaminan terjaga 

kehormatan, jaminan kebebasan berserikat/berorganisasi dan jaminan 

terhadap majikan akan memberikan keseluruhan yang menjadi hak 

pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan; 

3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan, kenyamanan, ketentraman dan keselamatan bekerja.
27
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B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28

 

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan 

pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan 

jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga 

kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat 

produksi utamanya adalah proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik 

tenaga fisik maupun tenaga pikiran. 

Tenaga kerja (mampower) adalah penduduk yang sudah atau sedang 

bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
29

 

Menurut Imam Soepomo, pengertian tenaga kerja meliputi: 

“Semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik 

yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai 
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suatu pekerja maupun yang belum ada atau tidak mempunyai 

pekerjaan”.
30

 

Pada kehidupan sekarang, manusia mempunyai banyak sekali 

kebutuhan yang beraneka ragam. Dan cara untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah dengan cara bekerja. Ada 2 Tipe pekerjaan yaitu : 

1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha modal 

dan tanggung jawab sendiri. 

2. Bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang 

lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karna ia harus tunduh 

dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. 

Ini berkaitan dengan Hukum Perburuhan yang mempunyai 

pengertian sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-

peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara 

buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata 

kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan 

hubungan kerja tersebut.
31

 

Hukum Perburuhan yang sekarang dikenal dengan Hukum 

Ketenagakerjaan. Pengertian dari Hukum Ketenagakerjaan adalah Hukum 

yang mengatur tentang tenaga kerja.Sedangkan dari pengertian istilah, 

hukum ketenagakerjaan terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan 

ketenagakerjaan. 
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Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. norma hukum dapat 

berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak 

tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri,pekerja 

formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau 

pengangguran.
32

 

Karna kebutuhan yang semakin tinggi baik dari segi harga nya dan 

kualitas manusia yang mengikuti gaya hidup yang modern, maka banyak 

djumpai perempuan yang ikut bekerja. 

2. Pengertian Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan-hubungan dalam rangka 

pelaksaanaan kerja antara para tenaga kerja dengan pengusaha dalam 

suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja 

dalam praturan kerja yang telah disepakati bersama oleh kedua belah 

pihak.
33

 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan 

perintah dengan demikian jelas lah bahwa hubungan kerja terjadi karna 

adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. 
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Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka 

mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusah, dan 

pemerintah karna ketiga komponen ini masing-masing mempunyai 

kepentingan. Bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja 

sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta 

keluarga dan dan bagi pengusaha Perusahaan adalah wadah untuk 

mengeksploitasi modal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya 

karena Perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari 

kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan 

dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap 

Perusahaan.
34

 

Pasal 102 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa dalam 

melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja 

atau serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan kewajiban menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi 

melangsungkan aspirasi secara demokratis, mengembangan keterampilan 

dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota setra keluarganya. 
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Pasal 103 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa hubungan industrial dilaksanakan 

melalui sarana: 

a. Serikat pekerja/serikat buruh 

b. Organisai prusahaan 

c. Lembaga Kerjasama Bipartit 

d. Lembaga kerjasama tripartit 

e. Praturan prusahaan  

f. Perjanjian kerjasama  

g. Praturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

 

Pasal 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa; “Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanapa diskriminasi dari pengusaha”. 

Ini menjelaskan bahwa kewajiban para pengusaha untuk memberikan hak 

dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, 

agama, warna kulit, dan aliran politik. 

Menurut Soepomo dalam Abdul Khakim menyatakan bahwa 

perlindungan tenagakerja dibagi menjadi 3 (tiga) maca yaitu: 

a. Perlidungan ekonomis, yaitu perlidungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu 

bekerja diluar kehendaknya. 
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b. Perlindungan sosial, yaitu perlidungan tenagakerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlidungan hak 

untuk berorganisasi. 

c. Perlidungan teknis, yaitu perlidungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja.
35

 

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam upaya melindungi 

atau melarang perlu diperhatikan yaitu ada 2 (dua) aspek: 

1. Tenagakerja itu sendiri. 

2. Faktor yang terdapat dalam sistem kerja yaitu: 

a. Hubungan kerja perlu ditelusuri betuk hubungan kerja  

1. Hubungan kerja tetap  

2. Hubungan kerja tidak tetap atau tidak menentu 

3. Hubungan kerja ilegal seperti kerja paksa, tergadai atau di jual  

4. Hubungan keja diskriminatif yaitu hubungan kerja yang perlu 

diklaripikasi sehingga jelas bila tidak dapat perlu diupayakan 

agar hubungan kerja diberhentikan 

b. Pengupahan 

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi: 

1. Upah minimum 

2. Upah kerja lembur 
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3. Upah tidak masuk kerja kerena berhalangan  

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya 

5. Bentuk dan cara pembayaran upah  

6. Denda dan potongan upah 

7. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

8. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

9. Upah untuk membayar pesangon 

10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

c. Pekerjaan yang dilakukan 

Pekerjaan yang dilakukan dapat merugikan seseorang 

apabila pekerjaan itu membebani fisik, maupun mentalnya, 

dikerjakan tanpa pengamanan dan atau pelindung, dalam 

lingkungan yang tidak higenis, tidak tersedianya kesejahteraan, 

termasuk kesempatan untuk berkonsultasi. 

d. Lingkungan kerja 

Untuk menghindari bahaya karena lingkungan kerja perlu 

diperhatikan dan di upayakan: 

1. Faktor fisik, tingkatkan penyimpanan dan penanaman bahan, 

tingkat kompleks kerja, terajukan prinsip-prinsip keamanan 

mesin produktif, tingkatkan ventilasi umum dan lokal, 

pencahayaan, cegah bising dan getaran. 
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2. Faktor kimia, bahwa tenaga kerja sebainya hindarkan bekerja 

dengan bahan kimia, tingkatkan lingkungan kerja dan kondisi 

kerja, tetapkan prinsip-prinsip penanganan bahan berbahaya 

3. Faktor biologi, hindarkan lindungi dari kemungkinan kontak  

4. Faktor fisiologi, tingkatkan ergonomik untuk menempatkan 

bahan, alat, dan tombol pada tempat yang mudah diajukan, 

perbaiki posisi kerja, menggunakan alat bantu untuk hemat 

waktu dan energi.
36

 

 

3. Hubungan Pengusaha dengan Tenaga Kerja 

Ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku yang semuanya itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, apabila ditaati 

penuh dengan semurni-murninya baik oleh pengusaha, manajer dan para 

tenaga kerjanya, maka akan terjalin hubungan yang serasi dan sangat 

mengesankan antara pengusaha beserta para manajernya dengan para 

tenaga kerjanya, sehingga masing-masing pihak memberikan prestasinya 

secara timbal balik. Adapun dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengusaha beserta para manajernya selalu menyadari akan 

kewajibannya-kewajibannya terhadap buruhnya antara lain:
37

 

a) Membimbing, membina dan merawatnya secara wajar sesuai dengan 

asas-asas kemanusiaan serta menghargainya sebagai pelaksana-

pelaksana yang membantu menyukseskan usahanya. 
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b) Memberikan pengupahan yang layak serta seimbang dengan tenaga 

atau jasa-jasa yang telah diberikannya kepada perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat berjalan lancar dan stabil. 

c) Mengatur pemberian upah sedemikian rupa agar tepat pada 

waktunya, demikian pula jaminan-jaminan lainnya yang telah 

diperjanjikannya dengan maksud agar tenaga kerja dan 

memanfaatkan dengan baik bagi kelangsungan hidupnya sekeluarga. 

Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pengusaha beserta para 

manajernya yang beriktikad baik ini tenaga kerja sesuai pula dengan 

insan yang berperikemanusiaan untuk melakukan imbangan-

imbangannya dalam wujud taat dan tunduk pada peraturan kerja, 

bekerja sebaik mungkin, turut bertanggung jawab untuk kelancaran 

perusahaannya dan keamanan perusahaan sebagai keamanan atas 

bagian dari miliknya dari segala bahaya yang akan atau mungkin 

terjadi. Tenaga kerja bahkan tidak akan merasa puas jika tidak dapat 

hasil pekerjaan seperti apa yang ditargetkan baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Kesemua ini merupakan kesadaran dan bukan karena 

keterpaksaan. Karena adanya kesadaran dan rasa simpatik yang timbal 

balik diantara pengusaha beserta para manajernya dengan para tenaga 

kerja yang dipimpinnya, maka suasana dan lingkungan kerja yang baik 

akan selalu dapat diwujudkan. Satu dan lainnya akan menjadi 

pembangun dalam mengembangkan perusahaan tersebut dan turut 

berperan serta membangun masyarakat, karena segala apa yang 
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dihasilkan perusahaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat secara teratur dan berkelangsungan (kontunitas). 

 

C. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Perempuan 

Mempekerjakan Perempuan di perusahaan tidaklah semudah yang 

dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat hal-

hal sebagai berikut: 

1. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun. 

2. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak 

terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, 

terutama kalau dipekerjakan pada malam hari. 

3. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya. 

4. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami 

atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah 

tangga yang harus dilaksanakannya pula. 

Imam Soepomo pernah menulis (1983:550), mengatakan: “Memang 

ada kalanya badan wanita itu lemah, yaitu pada saat harus memenuhi 

kewajiban alam, misalnya pada saat hamil, melahirkan/gugur kandungan, 

dan bagi beberapa wanita juga pada waktu haid”. Semua itu harus menjadi 

dasar pertimbangan dalam menentukan norma kerja bagi wanita. Untuk itu 
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maka, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai 

dari pasal 76 menentukan norma kerja wanita sebagai berikut:
38

 

a. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 sampai dengan 07:00. Ini bahwa 

pengusaha yang harus bertanggung jawab atas ketentuan dilarang 

memperkerjakan wanita yang berumur kurang dari delapann belas tahun, 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 sampai dengan 07:00 tersebut. 

b. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh wanita hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23:00 sampai  

dengan 07:00. 

c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh wanita antara pukul 23:00 

sampai dengan 07:00 wajib: 

1. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 

2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja. 

d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 

wanita yang berangkat dan bekerja antara pukul 23:00 sampai dengan 

05:00. 

Pada saat sekarang ini banyak wanita yang mampu melakukan 

pekerjaan dan tidak kalah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, banyak 

wanita diluar sana yang sukses dalam segi pekerjaan. Oleh sebab itu wanita 
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berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi baik itu untuk 

kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keluarganya. 

Dan ini juga diatur di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pada 

pasal 38 yaitu : 

1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, 

berhak atas pekerjaan yang layak. 

2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 

berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 

3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 

sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat 

perjanjian kerja yang sama. 

4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang 

sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil 

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 

keluarganya. 

Tetapi secara kodrat wanita mempunyai tanggung jawab terhadap 

keluarga seperti dalam hal memberikan pendidikan dini kepada anak serta 

perhatiaan yang lebih terhadap perkembangan anak, baik dari segi gizi yang 

harus tercukupi dan juga perkembangan fisik anak yang terus bertambah, dan 

peran seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh orang lain. 

Perempuan yang bekerja memiliki dua peran sekaligus yang harus 

dikerjakan, yakni selain untuk tetap menjalankan perannya di dalam keluarga, 
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ia juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan nya yang tetap harus 

tepat waktu. 

Ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat 

dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan 

manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya 

di muka bumi.
39

 

Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan 

rumusan tentang pengertian HAM sebagai : seperangkat hak yang melekakat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yag wajib dihormati, dijunjung tiggi dan 

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setpa orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Filosofis Ham adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas 

kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh 

karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan 

itu berakhir.
40

 

Tenaga kerja perempuan salah satunya yaitu perawat. Hukum juga 

mengatur tentang keperawatan, yang nantinya hukum mengatur perilaku 

hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, 

keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan 
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bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang 

komprehensif,  yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik 

yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.
41

 

Dalam asuhan keperawatan, perawat mempunyai peran sebagai 

berikut: 

a. Perawat sebagai pelaksana  

Dalam menjalankan perannya, perawat menggunakan metode 

pemecahan masalah dalam membantu pasien mengatasi masalah 

kesehatan. 

b. Perawat sebagai pendidik 

Perawat melakukan penyuluhan kepada klien (individu) yang 

berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan penyuluhan yang tepat, 

asuhan keperawatan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

c. Perawat sebagai pengelola 

Peran ini dimiliki perawat dengan jabatan struktural dalam rumah 

sakit. Perawat harus memantau dan menjamin kualitas asuhan 

keperawatan serta mengorganisasi dan mengendalikan system pelayanan 

keperawatan. 

d. Perawat sebagai peneliti 

Perawat melakukan penelitian, perawat akan dapat 

mengidentifikasi masalah keperawatan, menerapkan prinsip dan metode 
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yang tepat. Hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan dan pendidikan keperawatan.
42

 

 

D. Hak dan Kewajiban Pekerja Perempuan 

Di Indonesia terdapat Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 

tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta 

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha. Hak pekerja wanita ini telah dijelaskan 

dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai 

dari Pasal 76-84. 

Dalam ringkasan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, hak dan 

kewajiban terhadap para tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara pengusaha dengan tenaga kerja haruslah diselingi dan diimbangi 

dengan adanya hak-hak dan kewajiban diantara keduanya supaya tidak terjadi 

kesetimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu para tenaga 

kerja dan pengusaha selaku pemegang kekuasaan haruslah patuh dan tunduk 

kepada aturan-aturan yang berlaku didalam ruang lingkup kerjanya. 

Para tenaga kerja mempunyai beban kewajiban yang tidak dapat 

dipisahkan dalam status kerjanya, diantaranya para tenaga kerja harus: 
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1. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi 

2. Menyalurkan aspirasi secara demokrasi 

3. Mengembangkan keterampilan dan keahliannya 

4. Ikut memajukan perusahaan  

5. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya  

6. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 

Dengan demikian maka para tenaga kerja akan secara otomatis 

mendapatkan hak-haknya selaku tenaga kerja diantaranya memperoleh 

perlakuakan yang sama (no diskriminasi). Apabila sudah terjadi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

para tenaga kerja sebagai status pekerja maka akan muncul perlakuan yang 

akan mengangkat harkat dan martabatnya, oleh karena itu peran serta hak dan 

kewajiban para pekerja sangatlah menentukan terhadap prestasi dan 

perjanjian kerja. 

Guna terlaksananya hak-hak pekerja ada beberapa syarat, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman para pekerja terhadap hak-hak 

mereka yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Hak tersebut dipandang dan dirasakan oleh para pekerja sebagai sesuatu 

yang esensial untuk melindungi kepentingan mereka. 

3. Adanya prosedur hukum yang memadai yang diperlukan guna menuntut 

agar hak para pekerja itu tetap dihormati dan dilaksanakan. 
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4. Adanya kecakapan dari para pekerja untuk memperjuangkan dan 

mewujudkan haknya. 

5. Adanya sumber daya politik yang memadai yang diperlukan oleh para 

pekerja guna memperjuangkan perwujudan hak mereka.
43
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